
 

 

 
 
 

KEPALA DESA SANGGUNG 
KECAMATAN GATAK 

KABUPATEN SUKOHARJO 
 

PERATURAN KEPALA DESA SANGGUNG 
NOMOR 3 TAHUN 2024 

 
TENTANG 

 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAHAN DESA SANGGUNG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

KEPALA DESA SANGGUNG 
 
 

Menimbang : a. 

 

 

b. 

Bahwa demi meningkatkan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa yang responsif, partisipatif, 

komunik atif dan akuntabel dalam kinerja dan 

pelayanan kemasyarakatan; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Kepala Desa tentang Peraturan Kepala Desa Sanggung 

tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan 

Pemerintahan Desa Sanggung. 

Mengingat : 1. 
 

 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 

 
 
 
 
 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang 
dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran 
Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2757); 
 
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 
 
 

SALINAN  



4. 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
7. 
 

 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 
 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang–undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2006 tentang Administrasi Kependudukan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5475); 
 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6                   
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang 
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5558) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 5864); 
 

  10. 
 
 
 
 
 
 
 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704); 
 



11. 
 
 
 
 
 
12. 
 
 
 
 
13. 
 
 
 
 
14. 
 
 
 

 
 
15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 
Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); 
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
2091); 
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
2093); 
 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 
 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Umum Evaluasi Atas Implementasi Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMUTUSKAN : 
 

MENETAPKAN : 

KESATU : Mengesahkan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan 

Pemerintahan Desa Sanggung sebagaimana tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan ini. 

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud 

pada Diktum KESATU menjadi pedoman acuan bagi aparatur 

Pemerintahan Desa Sanggung dalam melaksanakan tugas dan 

fungsi serta meningkatkan kinerja dan pelayanan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan yang berkeadilan dan berkelanjutan.  

KETIGA  :  Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  

 
 

   Ditetapkan di  Sanggung 

 Pada tanggal 13 Maret 2024 

 KEPALA DESA SANGGUNG, 

 
 

       ttd 
 

 SRI HARTINI 
 

Diundangkan di Sanggung 

Pada tanggal 13 Maret 2024 

SEKRETARIS DESA 
 

          ttd 
 

DIAN AYUNINGTYAS SURIPTO 
BERITA DESA SANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


